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PENDAHULUAN ]
V.

* Pemerintah provinsi, pe-
Kekurangan Kelebihan merintah kabupaten/kota,
ketersediaan ketersediaan dan/atau pemerintah desa

pangan v menetapkan jenis dan
jumlah cadangan Pangan

tertentu sesuai dengan

Latar

Urgensi
Belakang Pengersrl\bangan kebutuhan konsumsi
CPN masyarakat setempat.

% Cadangan Pangan
pemerintah provinsi,
'éea‘:‘ﬂgg: pemerintah kabupaten/
kota, dan pemerintah desa
bersumber dari produksi
dalam negeri.

L)

Gejolak harga

pangan
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PENDAHULUAN lanjutan

_

s CPP adalah persediaan Pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh
Pemerintah.

s CPPP adalah persediaan Pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh
pemerintah provinsi.

*» CPPK adalah persediaan Pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh
pemerintah kabupaten/kota.

s CP Pemerintah Desa adalah
persediaan Pangan yang dikuasai

+» CPM adalah persediaan Pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh
masyarakat di tingkat pedagang,
komunitas, dan rumah tangga

dan dikelola oleh pemerintah desa.

KEBIJAKAN PENGATURAN

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

*UU Pangan 18/2012

Undang-Undang *UU Pemerintahan
Daerah 23/2014

*UU tentang SRG 9/2011

*PP 17/2015 tentang KPG
Peraturan Pemerintah *PP 1/2016 lembaga
pelaksana SRG

T
|
|
|

|

*Permentan 11/2018
Peraturan Menteri *Permendagri 30/2008
*Permendagri 64/2020

*Perda

Fomber L el dmmali *Pergub/Perbup/Perwali
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Pendahuluan...lanjutan i

PADA UU PANGAN NOMOR 18 TAHUN  |[8/2017 tentang Pangan ULl 23/2014 tentang Pembagian Urusan
2012 (Pasal 23 dan 27) - Pemerintahan Bidang Pangan:
asa
CADANGAN PANGAN NASIONAL nel
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
I ] Kab/Kota dan/atau Pemerintah Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi
/" ’ N\ Desa menetapkan jenis dan dan Menjaga keseimbangan Cadangan
c::::gau ::zg::m C::‘:"GAG‘:" jumlah cadangan pangan Pangan Provinsi
PEMERINTAH PEMERINTAH MASYARAKAT It(er;ettml.; seskual deng_am » -
(CPP) DAERAH (CPPD) (CPM) enutunan Konsumsl masyaraka I(ab/Kota
setempat
l l l 4 Pengelolaan Cadangan Pangan Kab/Kota
CADANGAN PANGAN ‘
S PEMERINTAH PROVINSI LUMBUNG
PP 17/2015 TENTANG
CADANGAN PANGAN
KETAHANAN PANGAN DAN GIzI N Permentan 11/2018 tentang Penetapan

CADANGAN PANGAN Pasal 3-24 tentgng Cadangan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah
PEMERINTAH DESA Pangan Pemerintah dan Cadangan Daerah
Pangan Pemerintah Daerah
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Pendahuluan...lanjutan i

_/
PENGATURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PP 17/2015 tentang KPG) PANGAN POKOK TERTENTU SEBAGAI CADANGAN

GUBERNUR dan BUPATI/WALI KOTA menetapkan jenis PANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA
; . (PP 17/2015 pasal 17 dan 21)
dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan

Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Penetapan Jumlah dan Jenis CPPP dan Penetapan Jumlah dan Jenis CPPP
(Pasal 17 dan Pasal 21) CPPK dengan mempertimbangkan: dan CPPK disesuaikan dengan:

Penyelenggaraan CPPP dilaksanakan oleh SKPD Provinsi
dan Kab/Kota yang menangani ketahanan pangan
(Pasal 18 dan Pasal 22)

Kebutuhan

Kerawanan Kebutuhan

Produksi | Penang- - L Potensi
, Pangan | gulangan pare Sumber Daya
Tata Cara Penyelenggaraan CPPP dan CPPK diatur Darirt wilayah masyarakat

dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota
(Pasal 20 dan Pasal 24)

\ A\ A\ J X N )
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Pendahuluan...lanjutan

Tabel Sebaran Keberadaan Cadangan Pangan Per Kab/Kota di
Indonesia, 2020.

» Keberadaan CPPD yang
. . . . 5 CBPK CBPK
melingkupi cadangan di tingkat CBPP  Kab)/ 3
7 ' 2Sudsh 3 Belum CBPP  Kab/  $qudah 5 Belum
propinsi, Kabupaten/kota dan Kota ada  ada R
desa serta CPM saat ini L fceh v, B 130 8 INTB TS
. 2 [Sumatera Utara v 33 4 29
:;eberadaannya relatlf 3 [Pumatera Baret ! B 1 : 2?) :Jirmantan Barat : ii fi 1:
ervarIaSI’ . 4 [Riau v 12 6 21 |Kalimantan Tengah v 14
» Kinerja kinerja pengelolaan 5 Jambi v ou | n 22 [alimantan Selatan v | 1
CPPD dan CPM juga masih 6 |Sumatera Selatan v 17 14 3 33 Kalimantan Timur J 10
. . 7 |Kepri v 7 5 2 24 [Kalimantan Utara v 5
bErvarlaSl . . 8 [Bengkulu v 10 8 ? 25 [Sulawesi Utara v 15
» Tidak semua propinsi terdapat 9 [Lampung T | ul 1 % [Sulawesi Tengah v | B
CPPP 10 [Kep. Bangka Belitung N 7 7 ; 27 [Sulawesi Selatan v 24
. . .. 28 |Sulawesi Tenggara v 17
> Pada setiap propinsi juga belum| |1 ki - I — ——
R 12 |lawa Barat v 27 26 1
semuanya memiliki CPPK 30 Sulawesi Barat V| 6
13 [Banten v 8 8 31 Maluks y "
14 |lawa Tengah Vv 35 28 7 32 Maluka Utara - 10
15 DY v > > - 33 |Papua Barat v 13
16 |lawa Timur ) 38 11 27 34 |Papua v 79 4 75
17 |Bali 1 Indonesia
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ﬁrmasalahan Penelitian j ]

Masih bervariasinya Masih terdapatnya
keberadaan CPPD
1 permasalahan dalam
pengelolaan dan
pengembangan CPPD
dan CPM.
@ Masih perlunya dukungan

Masih bervariasinya 4 strategi penguatan CPPD

Kinerja pengelolaan dan CPM dengan

CPPD dan CPM. bercermin dari berbagai
pelajaran diberbagai
daerah.
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Tujuan Penelitian

Menganalisis CPPD yang mencakup pada pemerintah propinsi,
1 kabupaten/kota, desa yang mempunyai cadangan pangan, serta CPM;

Menganalisis kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat

Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan

pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat;

Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam penguatan atau
pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat.
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Output Penelitian i
Data dan informasi hasil Pee;mgz?gzzaga?}mam
analisis CPPD (provinsi peng )
dan kabupaten) dan CPM pengembangan cadangan
@ Cy pangan pemerintah daerah

dan masyarakat;

Rumusan rekomendasi
kebijakan dalam penguatan

D:ﬁagli?agoggﬁﬂ lfjlgﬁ .  atau pengembangan
Peng cadangan pangan daerah dan
CPM.

masyarakat.
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METODOLOG |

Kerangka Pemikiran

*» Briones (2011), 4 cara menentukan besaran CP: (1) Besarnya selisih
(gap) antara pasokan pada musim puncak dengan jumlah
penggunaan, dikurangi dengan selisih antara pasokan rata-rata
dengan jumlah penggunaan; (2) Selisih antara puncak volume impor
dengan rata-rata volume impor; (3) Perbandingan antara stok dengan
penggunaan (Stock to Utilization Ratio) antara 3% - 5%; dan (4)
Perkiraan kebutuhan bantuan pangan pada saat bencana dengan
skala luas.

» Sawit (2013), menentukan jumlah stok beras Pemerintah: (1) metoda
NFA (National Food Authority) Filipina; (2) Stock to Utilization Ratio
(SUR) dari FAO; dan (3) Usual Marketing Requirement (UMR).

» Permentan No. 11 tahun 2018.
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Konsep Perhitungan CBPP dan CBPK
berdasarkan Permentan 11 Tahun 2018

CBN
(20%)

CBM
(11,5%)

CBPD

CBP Pusat
(0 5%)

(8%)

CBPP
- (20%)

- (80%

5 CBPK

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DAERAH (peruenran no 11/2018)

KETERANGAN

Cadangan Beras Total Provinsi “X"

RUMUS

= 0,5% x jumlah penduduk Provinsi x konsumsi beras
per kapita per tahun di Provinsi/1000 n

KETERANGAN
Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP)

RUMUS
= 20% x cadangan beras total provinsi "X"

KETERANGAN
Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota “Y"

RUMUS
= 80% x cadangan beras total provinsi “X” x Rasio

jumlah penduduk kab/kota “Y” terhadap
jumlah penduduk Provinsi “X” .

Kementerian Pertanian
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f_ - Komndisi saat mi: formula & besaram CPPLD, ‘\

kelembagaan distribusi, & perkembamngammya.

- Kinaerja pengeloaan CPRPPLD & CPMW: peratuaran,
lembaga distribusi, sumiber & penggunaan CPPD.

- Permasalahamn dalam Pengelolaan & Pengemiibanmngan
CPPD: pengelolaan, Kerjasamea & kelaembagaan

h\ distrilywsi, darm CEMN = LPN saat imib. _)

Amalisis data
FPengembangan damn Penguatan CPPD & CPMNM
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Literatur f Pustaka
[ SAaARAN STRATEGI PERMRMGLLAT AN S |

Flasi Fapan- | . Hasil Kajianr dan Rekomendasi Kebijakan
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Gambar 3.1. Kerangka Kajian Strategi Penguatan CPPD dan CPM, 2021.
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Ruang Lingkup

* Analisis CPPD, mencakup pada pemerintah propinsi, kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan CPM, yang meliputi: analisis volume (besaran)
CPPD provinsi dan kab/kota dengan mempertimbangkan penyediaan
(potensi sumber daya produksi pangan) di daerah dalam mendukung
penguatan dan pengembangan CPPD, dan kondisi perkembangan
CPM, melalui pengembangan LPM.

“* Analisis kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM; dan

*» Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan
CPPD dan CPM
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Dasar Pertimbangan

1) Sentra produksi padi/beras

(3) Pertimbangan hasil diskusi
dengan Badan Ketahanan Pangan
dan pihak-pihak terkait penelitian di
Pusat dan di Daerah.

Kementerian Pertanian

(2) Terdapatnya Cadangan Pangan
Daerah (sesuai Permentan 11/2018
dan BKP 2021)

(4) Masih mempertimbangkan
kesulitan pada kondisi Pandemi
Covid-19 saat ini.

www.pertanian.go.id




Lokasi dan Responden Responden [

@ @ é Badan Ketahanan Pangan-Jakarta

l 6 ' | Dinas Ketahanan Pangan di lokasi Provinsi dan

Kabupaten Lokasi Penelitian

-0 kaSI Pengurus Perpadi Kabupaten
Pada Provinsi Jawa Barat dipilih 3 Penjual beras/gabah

O D . .
,Q Kabupatgen,_ yaitu kabL_lpaten. Kelompok tani pengurus LPM dari program
Garut, Cianjur dan Sukabumi BKP dan kelompok tani pengurus lumbung
tradisional
Kelembagaan pangan daerah dan BUMD
o Jawa tengah dipilih Kabupaten pangan (jika ada)

Vil Cilacap dan Kabupaten
Pekalongan Pengurus Gudang SRG

Rumah tangga petani




Data dan Metode Analisis

Jenis dan Sumber
Data

? :IE’?? data primer dan sekunder
loe =

?;ﬁ? Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para responden penelitian

m data primer penelitian selain bersumber dari lokasi penelitian, juga dilakukan
= pengumpulan informasi melalui Diskusi Terbatas/ Focus Group Discussion (FGD) di
k= lingkup nasional/makro

® =) data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait dan data literatur dari
oo = Jurnal dan berbagai pustaka yang relevan



Metode
Analisis

‘7‘/@

Data dan Metode
Analisis

Untuk analisis CPPD mencakup: (a) formula besaran CPPD provinsi dan kab/kota apakah sudah tepat atau belum tepat dengan
mempertimbangkan penyediaan (potensi sumber daya produksi pangan), (b) kondisi perkembangan CPM, melalui pengembangan lumbung
pangan baik yang bersumber dari program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan lumbung pangan tradisional. Untuk analisisnya dilakukan
secara kuantitatif (berupa analisis persen atas respon dari responden penelitian) dan deskriptif kualitatif. Untuk menghitung atau mengecek
formula sesuai dengan Permentan 11/2018.

Untuk analisis kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM mencakup: (a) kondisi yang ada mengenai peraturan kebijakan dalam pengelolaannya dan
penetapannya, (b) dukungan lembaga yang ada, sumber CPPD dan penggunaannya, serta (c) berbagai faktor yang mempengaruhi CPM.
Untuk analisisnya dilakukan secara kuantitatif (berupa analisis persen atas respon dari responden penelitian) dan deskriptif kualitatif. Untuk
analisis kebijakan pengelolaan termasuk akan dikaji mengenai advokasi kebijakan, dukungan regulasi internal dan lintas sektoral. Untuk
mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi CPM pada tingkat rumah tangga petani baik pada kelompoktani peserta program LPM
maupun pada kelompoktani peserta lumbung pangan tradisional menggunakan regresi linear berganda.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan CPPD dan CPM, analisis mencakup: pengelolaan dan
pengembangan CPPD dan CPM, kelembagaan distribusi pangan dan kerjasama dengan lembaga BUMD/pihak lainnya (jika ada), dan
operasional pengembangan CPM melalui pengembangan program LPM dan lumbung pangan tradisional. Analisis dilakukan secara deskriptif
kualitatif.

Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan atau pengembangan CPPD dan CPM, asalahan dalam pengelolaan dan pengembangan
CPPD dan CPM, dari sintesis tujuan 1, 2 dan 3. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.




SINTESA HASIL



Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

= Kabupaten Garut dan Cianjur, besaran CPPD diatur dengan Peraturan Bupati

= Pada Provinsi Jawa Barat, dalam Garut No. 62 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Cianjur No. 27 tahun 2017.
pelaksanaannya ternyata di Provinsi Kabupaten Sukabumi, diatur melalui Peraturan Bupati No. 71 tahun 2021
Jawa Barat masih ada Kabupaten mengenai cadangan pangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis,
yang belum mempunyai CPPD bahwa perhitungan besaran volume CPPD baik di level provinsi dan kabupaten

= Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan lokasi kajian belum sepenuhnya mengikuti formula sesuai Permentan 11 tahun

2018, dengan mempertimbangkan: (1) jumlah penduduk provinsi, (2) Jumlah

Provm5|_ selalu IEREEILEL penduduk kabupaten Garut, Cianjur, dan Sukabumi serta (3) Konsumsi per
pengertian dan pemaljfaatan akan kapita. Menurut hasil perhitungan sesuai formula yang ada, maka idealnya
keberadaan CPPD di kabupaten CPPD di Provinsi Jawa Barat dan di lokasi kajian disajikan pada Tabell di
dalam bentuk kegiatan Avokasi. bawah ini.

= Penetapan CPPD di Jawa Barat

Tabel 3.1. Volume CPPD beras sesuai formula Permentan 11/2018 di

sangat tergantung pada Provinsi Jawa Barat dan di Lokasi Kajian, 2021.

kemampuan anggaran pemerintah
daerah. Kebijakan pengelolaan
CPPD di Jawa Barat ditetapkan
melalui Peraturan dan di Kabupaten

. .. 2.585.610 5,36 XXX XXX XXX 1.146
lokasi kajian Gubernur No. 37/2017
tentang penyediaan dan penyaluran 2.477.560 5,13 XXX XXX XXX 1.098
CPPD. 2.725.450 5,65 XXX XXX XXX 1.208

48.274.160 XXX 110,8 26.74,.88 5.349 5.349



Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

= Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana

diatur pada Peraturan Gubernur
Jawa Tengah No. 70/2017 telah
diatur tentang Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun jenis pangan pokok yang
digunakan untuk cadangan pangan
yaitu beras, meskipun dalam
pengadaan awalnya berupa gabah.
= |okasi kajian di Kabupaten Cilacap,
pengaturan cadangan  pangan
pemerintah Daerah Cilacap diatur
dengan SK Bupati Cilacap No. 70
tahun 2017.

Kabupaten Pekalongan, bahwa pengaturan cadangan pangan
pemerintah daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Pekalongan No.
21 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perbup Pekalongan No.
14 tahun 2017.

= Menurut hasil perhitungan sesuai formula yang ada, maka idealnya
CPPD di Provinsi Jawa Tengah dan di lokasi kajian seperti disajikan
pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Volume CPPD beras sesuai formula Permentan 11/2018
di Provinsi Jawa Tengah dan di Lokasi Kajian, 2021.

1.944.857 5,33 XXX XXX XXX 594
968.821 2,65 XXX XXX XXX 296
36.516.035 XXX 76,4 13.949,13 2.790 2.790



Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

Analisis CPM Melalui program Pengembangan LPM

Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara
meningkatkan atau penguatan peranan kelembagaan lumbung pangan yang sudah ada, dengan cara:

4

(1) Menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya lumbung desa;

(2) Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan;
(3) Mengimplementasikan rasa kesalehan sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya;

(4) Menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk
penanganan pangan (kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidak mampuan mengakses

pangan);

(5) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan untuk produk
pangan lokal |




Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

Pelaksanaan Program CPM Melalui Pengembangan LPM

Kegiatan LPM dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap penumbuhan kelompok,
tahap pengembangan kelompok dan tahap pemantapan lumbung pangan. Adapun indikator
keberhasilan pelaksanaan kegiatan LPM terlihat apabila: (i) tersedianya fisik lumbung pangan, (ii)
berkembangnya organisasi, administrasi dan jaringan usaha lumbung pangan, (iii) tersedianya
cadangan pangan di masyarakat dan (iv) berkembangnya usaha produktif.

Program LPM yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah berupa pemberian bantuan dalam
bentuk pembangunan fisik LPM. Bangunan fisik tersebut diperuntukan sebagai gudang untuk penyimpanan
gabah. Jumlah nominal yang diberikan dalam satu unit gudang sebesar 20 juta.

Setelah gudang selesai, kemudian Pemerintah Daerah melanjutkan dengan memberikan bantuan modal 30 juta
untuk membeli gabah. Gabah yang dibeli tersebut merupakan modal awal aktivitas LPM. Gabah yang dibeli
kemudian dipinjamkan ke anggota dan anggota nantinya akan membayar pada saat panen. Gabah dijadikan
alat tukar menukar pinjaman atau dengan kata lain apabila meminjam gabah, maka peminjam akan
mengembalikan dalam bentuk gabah juga. |




Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

Pelaksanaan Program CPM Melalui Pengembangan LPM (Jawa Barat)

Dalam hal bantuan terhadap LPM, Pemda Kabupaten Cianjur memberikan dana bantuan LPM kepada 62 lumbung pangan
masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan mempergunakan dana Pemda Cianjur telah dilakukan dari tahun 2013 sampai 2018.

Adapun bantuan yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur antara lain: (i) pemberian modal
pembangunan gudang dan lantai jemur pada tahun 2017 dengan nilai bantuan sebesar 180 juta. Bantuan permodalan
tersebut dipergunakan untuk pembangunan gudang dengan ukuran 6 x 8 meter dan bisa diisi 50 ton gabah, serta
pembangunan lantai jemur dengan luasan hampir 100 meter; (ii) bantuan gabah sebesar 2 ton dan 3 ton.

Kabupaten Garut, dana bantuan tersebut dipergunakan untuk modal bagi LPM yang dibinanya. Bagi LPM yang baru tumbuh,
dana bantuan dipergunakan untuk membangun fisik atau gudang penyimpanan gabah senilai 40 juta dan 10 juta
dipergunakan untuk membeli gabah sebagai modal LPM dalam melakukan kegiatan simpan pinjam. Sementara bagi LPM yang
dibangun oleh Pemda hanya diberikan bantuan gabah sebesar 4 ton atau senilai 20 juta. Hal ini disebabkan karena LPM yang
dibangun tersebut sudah berjalan dan sudah memiliki gudang penyimpanan gabahnya, sehingga tugas Pemda untuk lebih
mengembangkannya saja

Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada lebih dari 100 unit, tetapi yang aktif berkisar 70 sampai 80% saja. Salah satu indikator
keaktifan lumbung pangan yaitu pengurusnya memberikan laporan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah
lumbung ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi. Bantuan dari dinas ketahanan pangan ke LPM adalah modal sebesar 6 juta.
Modal tersebut dibangunkan gudang dan isi gudang. Gudang yang dibangun umumnya bervariasi, dan salah satu LPM
Rempug Tani memiliki gudang bisa menampung 50 sampai 60 ton gabah. Gabah tersebut dipergunakan untuk para anggota
dalam mengatasi masalah pangan.




Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

Pelaksanaan Program CPM Melalui Pengembangan LPM (Jawa Tengah)

Pada Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah memberikan bantuan 1,5 ton sampai 2 ton gabah ke
LPM terpilih. Setelah 2 tahun berjalan, LPM tersebut dievaluasi kinerjanya, apabila ada
perkembangan atas gabah yang dikelola, maka Pemda akan melanjutkan kegiatan dengan
memberikan bantuan gudang dengan luasan 9 x 5 meter. Selanjutnya setelah 2 tahun kemudian,
LPM yang diberikan bantuan gudang dievaluasi kembali dan apabila kinerjanya baik, maka Pemda
kembali memberikan bantuan satu unit RMU. Adapun kebijakan pemberian bantuan ini bertujuan
untuk mensejahterakan petani yang ada disekitar lumbung.

Pada Kabupaten Pekalongan, terdapat 14 LPM pada saat pembantukan dan yang aktif hingga saat ini
berjumlah 13 LPM. Bantuan terhadap LPM meliputi bantuan pembangunan gudang (dari dana DAK)
dan bantuan dana untuk mengisi gudang kelompok (dari Kabupaten). Pada tahun 2019, terdapat 8
LPM yang mendapat bantuan untuk permodalan sehingga bisa mengisi lumbung masing-masing
sebanyak 5 ton. Selanjutnya pada tahun 2020, bantuan terhadap LPM masing-masing sekitar 2 tor..
Pada salah satu LPM yakni LPM Desa Kedung Jaran, memperoleh bantuan program berupa progra
pembangunan Gudang LPM pada tahun 2016 dari dana DAK dengan kapasitas Gudang 30 ton, da
memperoleh bantuan dana pengisian Gudang tahun 2018 dan 2019 sebanyak 5 ton.




Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

Analisis sinergi kebijakan antar instansi dalam penetapan, dukungan dan pengembangan CPPD dan CPM

Dalam mendukung CPPD dan CPM, maka diperlukan

(1) Berbagai peraturan turunan seperti pada Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD 2021, yang juga dikemukakan bahwa penyediaan CPPD perlu eksplisit agar
Pemerintah Daerah memberikan perhatikan penekanan terhadap keberadaan CPPD;

(2) Perlunya dukungan politis baik dari pihak eksekutif dan legisltif daerah agar bersinergi untuk
tetap menjaga dan meningkatkan keberadaan CPPD;

(3) Pihak Kementerian Desa juga perlu terus mendukung pengembangan keberadaan CPM melalui
pengembangan LPM yang berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur jalan desa;

(4) Pada lingkup sektor pertanian, Dinas terkait pertanian juga agar lebih bersinergi dalam
mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan; dan

(5) Perlunya penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan
cadangan pangan secara bersinergi diantara Kementerian (Kementan, Kemendagri,
KemenDesa, Kemendag) pihak BUMN (Bulog, Perbankan) sehingga eksistensi CPPD dan juga
CPM dapat terus berkembang dan menjamin ketahanan pangan nasional.




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM

Analisis Peraturan Kebijakan dalam Pengelolaannya di Jawa Barat

Tabel. 3.3. Peraturan Pengelolaan CPPD di Provinsi Jawa Barat dan Lokasi Kajian, 2021

- Provinsi/Kabupaten Jenis & Nomor Peraturan

Jawa Barat Pergub No. 37 tahun 2017 Penyediaan dan penyaluran cadangan
pangan pokok daerah

Kab. Garut Perbup No. 62 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Garut
nomor 71

tahun 2017 tentang Penyediaan dan
Penyaluran Cadangan Pangan Pokok

Daerah
Kab. Cianjur Perbup No. 21 Tahun 2020 Pengadaan dan Penyaluran
Cadangan Pangan Pokok Daerah
2 Kab. Sukabumi Perbup No. 71 tahun 2021 Pengadaan dan Penyaluran

Cadangan Pangan Pokok Daerah




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM

Analisis Peraturan Kebijakan dalam Pengelolaannya di Jawa Tengah

Tabel. 3.3. Peraturan Pengelolaan CPPD di Provinsi Jawa Tengah dan Lokasi Kajian, 2021

- Provinsi/Kabupaten Jenis & Nomor Peraturan

Jawa Tengah Pergub No. 70 tahun 2017 Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

7 Kab. Cilacap Perbup No. 70 Tahun 2017 Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Cilacap

< Kab. Pekalongan Perbup No. 21 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati
Pekalongan nomor 14

tahun 2017 tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM

Kinerja Perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan CPPD di Jawa Barat

Tabel 3.5. Stok awal, Penyaluran dan stok CPPD di Tabel 3.7. Besaran Cadangan Pangan Beras di
Provinsi Jawa Barat, 2020-2021. Kabupaten Sukabumi, 2020-2021.

ton ton

692,36 19,29 673,07 - 2020
1.726,66 161,07 1.565,59 -
2. 2021 70

Tabel 3.6. Besaran Cadangan Pangan Beras di
Kabupaten Cianjur dan Garut, 2018-2021.

- 2018 100

W 2019 100 28
2020 33 50
| 4. LA 50 500
T (%lyear) -30,67 95,99




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM

Kinerja Perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan CPPD di Jawa Tengah

Tabel 3.8. Data Cadangan Pangan Pemerintah

Kabupaten Cilacap, 2017-2021

- Jumlah (Ton

2017 10,00
2018 20,00
2019 33,00
2020 19,99
2021 43,47

Tabel 3.9. Data Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, 2019-2021

- Jumlah (Ton

2019 16,00
2 2020 22,00
3 2021 21,00

Secara umum berbagal faktor dapat mempengaruhi besaran dan pengelolaan CPPD di lokasi

kajian:

s Kemampuan anggaran daerah dalam pengadaan cadangan pangan,;

*» Dukungan kebijakan pengelolaan cadangan pangan; dan
¢ Infrstruktur dan prasarana pergudangan komoditas pangan pokok.




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM
L

Kinerja Perkembangan pengelolaan CPM dan faktor yang mempengaruhinya

Pada Provinsi Jawa Barat

s Perkembangannya bervariasi antar lokasi kajian: Cianjur, Garut dan Sukabumi.

¢ Di Cianjur: bantuan modal gudang dan lantai jemur, bantuan isi berupa gabah = semakin
berkembang = simpan pinjam gabah.

*» Di Kabupaten Garut: 19 LPM aktif, saat awal 130 LPM. Terdapat bantuan gudang dan gabah.
LPM di Garut dari LPM aktif, berkembang terutama simpan pinjam gabah untuk anggota, jual
beli gabah/beras.

¢ Di Kabupaten Sukabumi: 100 LPM, yang aktif 70-80%. Aktivitas LPM cukup aktif dalam hal
simpan pinjam gabah, jual beli gabah/beras.

Pada Provinsi Jawa Tengah

s Perkembangannya juga bebeda antar lokasi kajian: Cilacap dan Pekalongan

*» Di Kabupaten Cilacap: 250 LPM. Terdapat bantuan gudang dan gabah. Bahkan LPM
swadaya telah berkembang pesat: terutama simpan pinjam gabah untuk anggota. Sudah
seperti sistem koperasi..

*» Di Kabupaten Pekalongan: 13 unit LPM akif. Aktivitas LPM belum berkembang seperti
Cilacap, kegiatan usaha dalam hal simpan pinjam gabah.




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM
L

Perkembangan Sistem SRG di Jawa Barat

&

L)

» Telah berkembang maju di Kabupaten Cianjur.

Pengelolaan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti

Berjalan sejak tahun 1986 = SRG tahun 2011.

Akhir tahun 2019 telah keluar 388 lembar resi SRG.

Sejak tahun 2017, Koperasi sudah berstatus Mandiri.

Usaha yang dilakukan koperasi: penyimpanan gabah (tunda jual), simpan pinjam,
pengadaan input pertanian, jasa transportasi, penggilingangabah dan beras.

L)

S

*%

/
0‘0

S

*

S

*

J/
0’0

Perkembangan Sistem SRG di Jawa Tengah

s Telah ada di Kabupaten Cilacap.

s Pengelolaan dilakukan oleh Dinas UKM. Terdapat dukungan gudang gabah/beras.
* Baru dimulai kegiatan SRG tahun 2020.

s Sudah mengeluarkan resi sejak Januari 2021: 6 lembar.




Analisis Kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM

Faktor yang Mempengaruhi Volume (simpanan) Cadangan Pangan Masyarakat (Petani) di
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Tabel 3.10. Faktor yang mempengaruhi volume Tabel 3.11. Faktor yang mempengaruhi volume
(simpanan) cadangan pangan petani pada (simpanan) cadangan pangan petani pada
kelompok LPM (sebagai CPM) di lokasi Kajiian kelompok LPM (sebagai CPM) di lokasi Kajiian
Provinsi Jawa Barat, 2021. Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Lahan (Ha) (X1) 89,5715+ 4,587

Lahan (Ha) (X1) 27,311%*+ 3,4971
Produksi (Kg/MT) (X2) 0,0031 0,782

Produksi (Kg/MT) (X2)  0,0005 0,1336

Kapasitas Gudang LPM Kapasitas Gudang LPM »
<l (Ton) (X3) 0,8720%** 3,7359 < (Ton) (X3) 1,8285 5,9459
_ R2=0,9023; F hitung=145,75; VIF=5,26
R2 =0,9201; F hitung=224,72; VIF=6,51

Keterangan: *** signifikan pada taraf a=1%.




Permasalahan dalam Pengelolaan dan Pengembangan CPPD dan CPM I

* Anggota mengangap gabah yang dipinjam dahulunya merupakan gabah yang disimpan di
LPM. Sebagian lagi berpendapat gabah yang ada di LPM merupakan gabah pemberian dari
pemerintah;

s Untuk memenuhi persyaratan 10 ton gabah setiap lumbung dalam satu tahun bukanlah
pekerjaan yang mudah, mengingat rataan penguasaan lahan yang umumnya sempit;

s Harus membentuk lembaga yang berbadan hukum, minimal mempunyai akte notaris
(membutuhkan biaya cukup besar);

s SDM pengurus yang tidak bisa menerapkan manajemen kelembagaan secara baik
(umumnya pengurus kelompok sudah berumur);

*» Belum ditemukan aturan main yang bisa membuat para anggotanya saling percaya diantara
anggota; dan

¢ Disisi lain Dinas juga mengalami kekurangan tenaga untuk melakukan monev
perkembangan lumbung tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga
penyuluh.




KESIMPULAN DAN SARAN ]

Kesimpulan

Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat

(CPM)

s Volume (besaran) CPPD di tingkat provinsi secara ideal mengacu pada Permentan
11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Hal ini
mengingat cadangan pangan pemerintah daerah umumnya adalah komoditas beras.

% Pada Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat
Kabupaten yang belum mempunyai CPPD.

s Penetapan CPPD di Jawa Barat dan di Kabupaten lokasi kajian sangat tergantung
pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.

* Kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur
No. 37/2017 tentang penyediaan dan penyaluran CPPD.

% Hal yang sama pada lokasi kajian, yaitu di Kabupaten Garut dan Cianjur, besaran
CPPD diatur dengan Peraturan Bupati Garut No. 62 tahun 2018 dan Peraturan
Bupati Cianjur No. 27 tahun 2017. Selanjutnya pada Kabupaten Sukabumi, diatur
melalui Peraturan Bupati No. 71 tahun 2021.
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»» Di Provinsi Jawa Tengah, pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 70/2017 telah I
diatur tentang CPPP Jawa Tengah. Adapun jenis pangan pokok yang digunakan
untuk cadangan pangan yaitu beras.

% Pada lokasi kajian di Kabupaten Cilacap, pengaturan cadangan pangan pemerintah
Daerah Cilacap diatur dengan SK Bupati Cilacap No. 70 tahun 2017. Hal yang sama
untuk di Kabupaten Pekalongan, bahwa pengaturan cadangan pangan pemerintah
daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Pekalongan No. 21 tahun 2020 yang
merupakan perubahan dari Perbup Pekalongan No. 14 tahun 2017.

s Dalam pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) ditempuh melalui
pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Fungsi LPM sangat strategis
dalam menstabilkan pangan di tengah masyarakat.

s Pembentukan LPM oleh Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun
2009 sampali tahun 2019. Selama kurun waktu 11 tahun (2009-2019), Kementerian
Pertanian sudah membangun 3.993 LPM yang tersebar diseluruh Indonesia.

% Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

dilaksanakan dengan cara meningkatkan atau penguatan peranan kelembagaan

lumbung pangan yang sudah ada.
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Analisis Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan I
Masyarakat.

* Di Provinsi Jawa Barat, kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat mekanisme
penyediaannya dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum
BULOG Divisi Regional Jawa Barat.

% Secara ideal, besaran cadangan pangan di Jawa Barat sesuai Permentan 11/2018
dan sesuai Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2017 paling sedikit 200 ribu ton. Namun
cadangan tersebut sangat tergantung pada kemampuan anggaran penyediaan.

% Pada tahun 2021 Cadangan Pangan yang disiapkan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat
ditargetkan sebanyak 1.200 ton.

s Pada lokasi kajian di Kabupaten Cianjur, tahun 2018, cadangan pangan yang
disediakan sekitar 100 ton, dan tetap 100 ton pada tahun 2019, namun menurun pada
tahun 2020 menjadi 33 ton. Selanjutnya pada tahun 2021 ditargetkan penyediaan
cadangan pangan sebesar 50 ton.

% Sementara di Kabupaten Garut pada tahun 2018, cadangan pangan yang disediakan
di Kabupaten Garut sekitar 25 ton, kemudian meningkat menjadi 28 ton pada tahun
2019, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 50 ton. Selanjutnya pada tahun 2021
ditargetkan penyediaan cadangan pangan sebesar 500 ton.
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% Untuk mekanisme pengadaan cadangan pangan di Kabupaten Garut, dilakukan oleh Dinas I
Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dengan cara sistem kontrak payung melalui lelang
pekerjaan.

» Sementera di Kabupaten Cianjur, pengadaan cadangan pangan berupa beras bermitra
dengan Bulog. Selanjutnya dalam kemitraan yang dilaksanakan tersebut ditempuh melalui
sistem Penunjukan Langsung (PL) ke Bulog. Selanjutnya pada Kabupaten Sukabumi,
iIdealnya cadangan pangan mencapai 160 ton, namun karena kemampuan pengadaannya
maka volume cadangan pangan hanya sekitar 70 ton.

% Pada Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk cadangan
sekurang-kurangnya sebanyak 200 ribu ton setara beras.

s Pada lokasi kajian di Kabupaten Cilacap diketahui bahwa berdasarkan perhitungan
pemerintah pusat untuk CPPK di Kabupaten Cilacap sebesar 500 ton. Tetapi dalam
pelaksanaannya jumlah CPPK yang disiapkan masih jauh dari ketersediaan ideal.

» Pada lokasi kajian di Kabupaten Pekalongan, pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

Kabupaten (CPPK) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Kabupaten Pekalongan.
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% Pada lokasi kajian di Kabupaten Cilacap bahwa Dinas Pangan dan Perkebunan I
Kabupaten Cilacap melaksanakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (CPPK)
berdasarkan Perbup No 70 tahun 2017 dan pada tahun 2020 Perbup ini disempurnakan
lagi. Berdasarkan perhitungan pemerintah pusat untuk CPPK Cilacap sebesar 500 ton.

% Selanjutnya pada Kabupaten Pekalongan, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
(CPPK) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten
Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017. Perbup
tersebut direvisi dan diganti dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2020.
Salah satu masalah krusial yang mendasari revisi Perbup ini adalah terkait hak penerima
bantuan pangan sebesar 3 ons perhari.

*» Pada Provinsi Jawa Barat, kebijakan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM
telah dilakukan di lokasi kajian seperti di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi.

4
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% Sistem resi gudang (SRG) sebagian telah berjalan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. SRG I
Ini berperan dalam mendukung pengembangan cadangan pangan daerah. Di Jawa Tengah
program SRG sendiri dimulai pada tahun 2009 dengan didirikannya gudang penampungan
gabah dan pada tahun 2010 diperoleh bantuan alat mesin penggiling padi.

% Hasil analisis regeresi menunjukan bahwa luas lahan yang dikuasai petani dan kapasitas
gudang LPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume (simpanan) cadangan
pangan masyarakat (petani) di dua lokasi kajian Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain itu, faktor adat-istiadat/budaya lokal dan kebiasaan petani di dalam kelompoknya
secara rutin mempertahankan cadangan pangan pada lumbung pangan yang terdapat di
lingkungannya. Dalam konteks tersebut, untuk pengelolaan lumbung, ternyata adanya

kepengurusan yang jujur dan terpercaya menjadi modal penting dalam menjamin
keberlanjutan usaha lumbung.

4
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Permasalahan dalam Pengelolaan dan Pengembangan CPD dan CPM

* Anggota mengangap gabah yang dipinjam dahulunya merupakan gabah yang disimpan di
LPM. Sebagian lagi berpendapat gabah yang ada di LPM merupakan gabah pemberian dari
pemerintah;

s Untuk memenuhi persyaratan 10 ton gabah setiap lumbung dalam satu tahun bukanlah
pekerjaan yang mudah, mengingat rataan penguasaan lahan yang umumnya sempit;

*» Harus membentuk lembaga yang berbadan hukum, minimal mempunyai akte notaris
(membutuhkan biaya cukup besar);

s SDM pengurus yang tidak bisa menerapkan manajemen kelembagaan secara baik
(umumnya pengurus kelompok sudah berumur);

*» Belum ditemukan aturan main yang bisa membuat para anggotanya saling percaya diantara
anggota; dan

¢ Disisi lain Dinas juga mengalami kekurangan tenaga untuk melakukan monev
perkembangan lumbung tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga
penyuluh.
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Implikasi kebijakan i

s Maka dalam konteks ini, formula perhitungan volume CPPD perlu mempertimbangkan: (1)
jumlah penduduk provinsi, (2) Jumlah penduduk kabupaten serta (3) Konsumsi per kapita.
Selain itu, belum dilakukan formula perhitungan CPPD juga akibat faktor ketersediaan APBD
daerah yang masih terbatas.

*» Terdapat 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan;
(3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan
penanggulangan rawan pangan.

+ Dalam mendukung CPPD dan CPM, maka diperlukan: (1) Berbagai peraturan turunan seperti
pada Permendagri No. 64 tahun 2020 yang memberikan penekanan terhadap keberadaan
CPPD,; (2) Perlunya dukungan politis agar bersinergi untuk tetap menjaga dan meningkatkan
keberadaan CPPD; (3) Pihak Kementerian Desa juga perlu terus mendukung pengembangan
keberadaan CPM melalui pengembangan LPM; (4) Pada lingkup sektor pertanian, perlunya
sinergi dalam mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara
berkelanjutan; (5) Perlunya penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan
dan pengelolaan CPPD dan CPM.
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* Dalam rangka meningkatkan kinerja LPM, maka diperlukan: (1) Menumbuhkembangkan rasa
bangga terhadap budaya lumbung desa; (2) Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap
sesama yang tidak dapat mengakses pangan; (3) Mengimplementasikan rasa kesalehan
sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya; (4) Menjaga dan meningkatkan
ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan pangan; (5)
Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal.
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